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Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Talibeng Untuk 

Mewujudkan Good Governance 
 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi dana desa pada Desa Talibeng untuk mewujudkan good 

governance. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi dana desa pada 

Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang diterapkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. dimana sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku 

bank serta laporan realisasi anggaran dan pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana 

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas akuntabilitas dan 

transparansi.  

Kata Kunci: akuntabilitas, dana desa, transparansi. 

 
Abstract 

 

This research aims to determine the implementation of village fund accounting in Talibeng Village to realize good 

governance. This research is descriptive. The research methods applied in this research are observation, interviews, and 

documentation methods. The results of this research indicate that the implementation of village fund accounting in Talibeng 

Village, Sidemen District, Karangasem Regency is by Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning 

Financial Management. which has used a general cash book, tax assistance cash book and bank book as well as budget 

realization reports and the Talibeng Village government has complied with the regulations that have been stipulated in 

Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management based on the principles of accountability and 

transparency. 

Keywords: accountability, transparency, Village Funds. 
 

 

 

Pendahuluan 

Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan 

bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi 

dana desa adalah wujud kepercayaan pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagai daerah 

otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu berbentuk 

kegiatan fisik maupun tidak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan 

harapan agar tercipta otonomi asli, demokratis, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan 

masyarakat (Safitri & Fathah, 2018) (Purnamawati & Adnyani, 2019). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 

dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dimana desa memiliki hak asal usul dan hak 

tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan 
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mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Dalam laporan pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan pengelolaan dan 

pembanguna desa harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan desa, pelaporan, 

pembinaan, pemantauan, pertangunggujawaban dan pelaporan keuangan desa (Purnamawati et 

al., 2016). Dalam akuntansi, beberapa Langkah proses harus diikuti ketika menyusun laporan 

keuangan desa yaitu sebagai berikut 1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang akan 

dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2. Anggran yang telah dibuat terdapat akun pendapatn, 

belanja dan pembiayaan, kemudian anggaran disahkan. 3. Dalam pelakasanaan anggran timbul 

transaksi, transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan yang berupa buku kas umum, buku kas 

pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dilengkapi dengan bukti transaksi. 4. 

Berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. 5. Selain neraca bentuk 

pertangungjawaban anggaran harus dibuatkan laporan realisasi anggaran (Setyawati, 2019). 

Desa Talibeng merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi 

Bali (Purnamawati et al., 2023), pada tahun 2022 Desa Talibeng menerima dana sebesar Rp. 

811.147.000,00, proses akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu sudah 

menerapkan sistem yang terkomputerisasi dimana data akan diinput langsung melalui sistem 

siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan tata 

kelola keuangan desa untuk mewujudkan transparansi keuangan desa. Bendahara Desa Talibeng 

melaksankan pencatatan yaitu dengan mengumpulakn bukti transaksi terlebih dahulu yang 

berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang nantinya akan dicatat pada buku kas 

umum, kemudian membuat laporan buku kas pembantu, selanjutnya membuat buku bank dan 

register surat penerimaan pembayaran. 

Desa yang mendapatkan dana desa cukup besar tentu akan membawa kemajuan dan desa 

mempunyai peluang untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan desa subjek pembangunan 

kesejahteraan. Besarnya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

desa sehingga mengurangi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya (Purnamawati 

& Adnyani, 2019). Tentu hal ini menunjukkan pentingnya peran dan tanggungjawab pemerintah 

desa. Desa Talibeng merupakan desa yang sebagaian besar penduduknya menjadi petani. 

Pemerintah desa Talibeng mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan peberdayaan 

masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Jumlah dana desa yang 

dialokasikan pemerintah desa talibeng untuk bidang penguatan ketahanan pangan tahun 2022 

yaitu sebesar Rp. 29.300.980,00. Pengalokasian dana desa dalam bidang penguatan ketahanan 

pangan tidak selamanya berjalan sesuai jadwal yang ditentukan mengingat sistem petani di desa 

Talibeng yang diterapkan sesuai dengan musim. Hal ini menyebabkan tidak tepatnya 

pengalokasian dana desa Talibeng terlambat. Keterlambatan dana desa mengakibatkan masalah 

keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Rencana pengunaan anggaran yang sudah ditetapkan 

oleh desa tidak dapat terealisasi dengan tepat waktu. 

Pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara observasi awal yang dilaksanakan 

peneliti dengan sekretaris pemerintah desa Talibeng Bapak I Kadek Agus Hendrawan 

menyatakan bahwa:  

 

“Pengalokasian dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat bagian penguatan 

ketahanan pangan tingkat desa mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi 

yaitu tidak tepatnya jadwal pengalokasian dana desa dengan musim petani di desa 

Talibeng. Dimana hal ini mengakibatkan terlambatnya pengalokasian dana dalam 

bidang penguatan ketahanan pangan” 

 

Jumlah dana desa pemerintah Desa Talibeng tahun 2022 yaitu sebesar Rp 

811.147.000,00. Pengunaan dana desa, desa Talibeng yaitu digunakan sebagai pelaksanaan 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penangulangan bencana keadaan. Dana 

desa adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang diperuntukan dalam anggran pendapatan 

dan belanja negara. Distribusi dana desa dilakukan secara langsung ke tingkat desa melalui 
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rekening kas desa dengan menggunakan rekening kas umum daerah sebagai tempat 

penyimpanan dana desa dalam jangka waktu sementara. Dana desa tidak perlu diajukan 

melainkan turun langsung dari pemerintah dimana dengan syarat laporan dana desa tahun 

sebelumnya. 

Untuk menjamin pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel pemerintah pusat 

mengalokasikan dana dukungan pembangunan desa. Dana ini disediakan oleh pemerintah 

sebagai sarana untuk mendukung Pembangunan masyarakat. Terselenggaranya good 

governance merupakan tolak ukur mutlak dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan daerah. Penerapan good governance merupakan salah satu dari sekian banyak 

indikator tercapainya demokrasi sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudkan  good governance pada pemerintahan desa, 

pengelolaan keuangan desa dilaksankan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

(Astuti et al., 2021)(Purnamawati, 2018). 

Tata Kelola desa yang baik atau good governance merupakan prinsip yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah 

terhadapat penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat 

pengetahuan masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip good 

governance harus benar-benar dilakukan pemerintah sekaligus membangun pemerintahan yang 

baik (Ilyas, 2019) (Purnamawati, Yuniarta, et al., 2017). 

Fenomena ini tertarik untuk diteliti karena terjadinya keterlambatan pengalokasian dana 

desa menyebabkan masalah keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Sehingga perlu diikaji 

bagaimana proses akuntansi pada pengalokasian dana desa pemerintah desa Talibeng dan 

apakah pemerintah desa talibeng menerapkan prinsip good governance guna pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya penerapan good governance dalam pengalokasian 

dana desa akan menciptakan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Selain 

itu penerapan good governance akan memudahkan memperoleh sumber pendanaan dari 

pemerintah untuk menjamin kejelasan dalam pengalokasian dana desa. 

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Ilahi (2022) dengan judul Penerapan Sistem 

Penerimaan Kas dan Prosedur akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar. Dimana hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa sistem 

akuntansi penerimaan kas dana desa yang dipakai yaitu berbasis sistem siskuesdes. Menerimaan 

kas pada Desa Jati sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang cara 

pembagian dan penetapan rincian dana desa , namun masalah yang terjadi sering keterlambatan 

pencairan dana yang mengakibatkan program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. 

Pengelolaan keuangan Desa Jati juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang penelolaan keuangan desa. 

Penelitian ini serupa dengan penelitian Atmaroyanti (2019) yang berfokus pada proses 

pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah desa yang dilakukan di Desa Sialang Pasung 

Kecamatan Rangsang Barat. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya 

penerapan akuntansi dana desa telah dilaksanakan namun masih belum sepenuhnya berjalan 

dengan prinsip akuntansi berterima umum.  

Berikutnya terdapat penelitian dari Langsani (2023) yang berfokus pada penerapan good 

governance. Jika pemerintah desa menerapkan pemerintahan yang baik maka akan 

meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah desa yang dapat mengurangi 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penerapan good governance pada pemerintah desa 

sangat penting untuk diterapkan karena pemerintah desa tentunya mendapatkan jumlah alokasi 

dana desa yang cukup besar. Berikutnya ada penelitian dari Utomo (2018) yang menyatakan 

bahwa penerapan good governance pada pemerintahan desa Campusari sudah berjalan namun 

masih belum maksimal seperti aspek transparansi yang masih belum dikelola secara maksimal, 

Dimana hal ini nantinya menyebabkan terjadinya korupsi jika belum dikelola dengan maksimal. 

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul 

“Penerapan Akuntansi Dana Desa Pemerintah Desa Talibeng untuk Mewujudkan Good 

Governance”. 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran dana desa pemerintah desa talibeng? Dan Apakah pengalokasian dana desa 

pemerintah desa Talibeng telah mewujudkan good govenance yaitu akuntabilitas dan 

transparansi ? 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran dana desa pemerintah desa Talibeng dan untuk mengetahui apakah pengalokasian 

dana desa telah mewujudkan good governance pada pemerintahan desa talibeng. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualiatif (Purnamawati & Adnyani, 

2020).  Penelitian kualitatif merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksankan dengan tujuan 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu isu atau pengetahuan. Hal ini 

dilakukan dengan maksud untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang terkait 

(Harahap, 2020).  

Penelitian ini menggunakan data kualitaif, dimana data kualitatif merupakan data yang 

tidak dapat diukur dan dihitung, namun memberikan imformasi tambahan. Untuk sumber data 

pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada 

penelitian ini adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan Data sekunder 

pada penelitian ini yaitu yang akan diberikan oleh pihak desa seperti buku kas umum, buku kas 

pembantu kegiatan, buku bank desa, dan buku kas pembantu pajak, struktur desa, dan Sejarah 

desa Talibeng.  

Metode pengumpulan data yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam rangka 

penelitian akan dipergunakan untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan dalam prumusan masalah. Selanjutnya data ini akan menjadi landasan 

dalam proses pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilaksankan dalam konteks alamiah, menggunakan sumber data primer dan lebih menekankan 

pada teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.  

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. 

Metode analisis deskriptif merupakan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan 

langsung terkait masalah yang diteliti di lapangan. Dimana informasi yang diperoleh dari 

wawancara dengan informan penelitian diuraikan secara menyeluruh. Data dari wawancara 

merupakan sumber utama yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis 

data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, dan hasilnya 

digabungkan dengan pengamatan lapangan lapangan yang dicatat dalam dokumen seperti 

catatan lapangan, dokumen, gambar, dan foto. Setelah dikumpulkan data tersebut kemudian 

dibaca, dipelajari, dan diteliti secara menyeluruh. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil  

` Desa Talibeng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sidemen Kabupaten 

Karangasem. Pencatatan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Desa Talibeng 

Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem langsung dicatat pada sistem yaitu siskeudes desa. 

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan yaitu dengan 

pencatatan single entry dimana pencatatan yang dilakukan yaitu satu kali. Transaksi pada 

pencatatan ini akan menambah kas yang dicacat pada sisi penerimaan dan transakasi yang 

membuat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan dan pengakuan 

penerimaan dan pengeluaran buku kas umum pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen 

Kabupaten Karangasem menggunakan dasar pengakuan akuntansi berbasis akrual basis, pada 

pengakuan akuntansi berbasis akruas basis yaitu pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran 

akan diakui dan dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi. 
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Proses akuntansi yang dilakukan di Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten 

Karangasem sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana terdapat seperti 

buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu pajak dan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa. 

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Agus 

Hendrawan Andika Permana selaku Sekretaris Desa Talibeng beliau menyatakan:  

 

“Pencatatan baik itu penerimaan dan pengeluaran semuanya sudah keluaran dari 

aplikasi desa, dimana setiap kali transaksi yang masuk akan dicatat langsung pada sistem 

di aplikasi desa dan dicatat satu kali saja.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak I Ketut Mudiasa  

selaku Kepala Desa Talibeng, beliau mengatakan:  

 

“Dalam pencatatan itu nanti langsung ke sistem siskeudes dik nanti jika ada transaksi 

akan dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi dik” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Agung Hadi Yudha selaku Kaur 

Keuangan Desa Talibeng beliau menyatakan:  

 

“proses akuntansi nike nanti saya membuat buku kas umum, buku bank, buku pembantu 

pajak dan ada juga laporan realisasi anggaranya dik nanti langsung di aplikasi 

siskeudes” 

 

1. Buku Kas Umum  

Berdasarkan transaksi pada buku kas umum yang telah dibuat oleh Desa Talibeng 

Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, pada saat terjadinya transaksi tidak langsung 

menjurnal hanya langsung dicatat pada buku kas umum. Pada buku kas umum terdapat tanggal 

transaksi, kode rekening, uraian kegiatan, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, netto 

transaksi, dan saldo. Bentuk buku kas umum yang dapat dilihat pada tabel.  

 
Tabel 1. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.  

 

2. Buku Bank  

Buku bank sebagai pembantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang 

nantinya berhubungan dengan uang bank. Desa Talibeng melakukan pencatatan dalam buku 

bank secara tertib dan benar. Dalam buku bank ini terdapat tanggal transaksi, uraian transaksi, 

bukti transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. 
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Tabel 2. Buku Bank Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. 

 

3. Buku Kas Pembantu Pajak  

Buku Kas Pembantu Pajak akan digunakan oleh bendahara atau kaur keuangan desa 

untuk mencatat setiap pungutan serta setoran pajak. Semua belanja yang terdapat pungutan 

pajak akan di catat pada buku kas pembantu pajak. Dalam buku kas pembantu pajak terdapat 

tanggal, uraian, pemotongan, penyetoran dan saldo. 

 
Tabel 3. Buku Kas Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem 

 

4. Laporan Perubahan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran merupakan laporan yang menyajikan infromasi 

realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus, pembiayaan dan sisa pembiayaan anggaran yang 

nantinya dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode tersebut. Dalam laporan perubahan 

realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menyajikan seperti kode rekening, 

uraian, jumlah anggaran, realisasi tiap semester, dan sisa anggaran.  

 
Tabel. 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. 
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Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan dimana 

sejalan dengan prinsip demokrasi agar menghindari kesalahan dalam alokasi dana desa dan 

mencegah terjadinya korupsi. Good governance yang disebut juga tata Kelola pemerintahan 

yang baik merujuk pada prinsip yang digunakan sebagai pengarajan, pengelolaan pemerintahan 

untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan good governance harus 

memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaran pemerintah 

daerah yang baik. Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan 

dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.   

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat dan 

memberdayakannya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas akan memberikan 

dasar yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dimana hal ini tugas dan kewajiban pemerintah sudah dilaksankan dengan ketentuan 

yang berlaku. Transparansi merupakan kebebasan untuk setiap orang dapat melihat informasi 

tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

desa untuk bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan pengelolaan dana harus berlaku 

terbuka, transparan, dan bertanggungjawab terhadap pemangku kepentingan yang nantinya akan 

berpengaruh pada keputusan. 

Bentuk akuntabilitas dan transparansi yang suda diterapakan pada Desa Talibeng yaitu 

adanya laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, buku 

kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Pemerintah Desa Talibeng juga membuat SPJ 

yaitu surat pertanggungjawaban Desa, SPJ ini membuat kegiatan desa, pelaksanaan kegiatan 

dan hambatan dalam kegiatan tersebut berserta hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian Desa 

Talibeng juga sudah memiliki website desa dimana dalam website desa sudah memberikan 

informasi terkait profil desa, pemerintahan desa, dan realisasi anggaran APBDes sudah masuk 

dalam website desa, untuk informasi pada website desa dikatakan masih belum lengkap karena 

masih proses pengembangan dan nantinya akan ditambah terkait informasi pemerintahan desa. 

Kemudian Desa Talibeng membuat spanduk atau baliho terkait laporan realisasi APBDes, 

dimana nantinya pihak desa akan menempatkan spanduk tersebut di depan kantor desa.  Tujuan 

dari pembutan spanduk atau baliho ini agar masyarakat desa mengetahui penerimaan dan 

pengeluaran desa, sehingga nantinya masyarakat desa mengetahui besaran penerimaan dan 

pengeluaran dana desa. 
 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan tentang 

bagaimana penerapan akuntansi dana desa pada pemerintah Desa Talibeng untuk mewujudkan 

good governance. Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa dimana sudah menggukan buku 

kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta laporan realisasi anggaran. Proses 

akuntansi yang sudah diterapkan pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten 

Karangasem yaitu ada anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum dimana dalam 

pelaksanaannya adanya transaksi, transaksi yang terjadi harus dicatat secara lengkap melalui 

pembuatan buku kas umum, kemudian ada pembuatan buku bank dimana buku bank ini untuk 

mencatat transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terakit dengan bank, kemudian 

buku kas pembantu pajak dimana buku kas pembantu pajak untuk mencatat seluruh transaksi 

penerimaan maupun pengeluaran pajak seperti PPh Pasal 21 dan PPn, dan yang terakhir yaitu 

laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa melalui laporan realisasi ini nantinya 

dapat mengetahui secara jelas dana yang sudah terealisasi dan dana yang tersisa. 

Bedasarkan proses akuntansi yang sudah diterapkan pada Desa Talibeng Kecamatan 

Sidemen Kabupaten Karangasem terdapat permasalahan dimana pada pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran kas tidak membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta 

tidak memposting ke dalam buku besar, hal ini dikarenakan proses pencatatan penerimaan dan 
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pengeluaran langsung dicatat pada sistem yaitu sistem siskeudes. Siskeudes merupakan sistem 

yang membantu pengelolaan keuangan desa, penggunaaan siskeudes ini sangat membantu 

aparatur desa dalam pengelolaaan keuangan desa dengan sangat terperinci. Penelitian ini serupa 

dengan penelitian Nizam (2019) dimana berdasarkan laporan keuangan Desa Dedap Kecamatan 

Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan peraturan Pemendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, namun belum perpedoman dengan kebijakan akuntansi IAI-KASP 

tahun 2015. Dimana semua transaksi dicatat pada buku kas umum dan tidak terdapat jurnal 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

1. Buku Kas Umum  

Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen 

Kabupaten Karangasem semua transaksi yang terjadi langsung di catat pada siskeudes yaitu 

buku kas umum. Buku kas umum Desa Talibeng tidak membuat jurnal penerimaan maupun 

pengeluaran. Berikut adapun jurnal penerimaan dan pengeluaran kas: 

 

a. Jurnal Penerimaan Kas  

Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem belum melakukan 

pemisahan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan pencatatan transaksi pada 

Desa Talibeng, belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, hal ini dikarenakan 

pencatatan semua transaksi dilakukan pada buku kas umum. Berikut merupakan jurnal 

penerimaan kas yang seharusnya dilakukan pada Desa Talibeng. 

 
Tabel 5. Jurnal Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

 

b. Jurnal Pengeluaran Kas  

Berdasarkan pencatatan yang sudah dilakukan pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen 

Kabupaten Karangasem belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berikut 

merupakan jurnal pengeluaran kas yang harus dilakukan oleh Desa Talibeng sebagai berikut: 
Tabel 6. Jurnal Pengeluaran Kas Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

 

2. Buku Besar 

Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tidak menjurnal transaksi 

yaitu penerimaan dan pengeluaran serta tidak memposting ke buku besar. Setelah di buat jurnal 

penerimaan dan jurnal pengeluaran kas selanjutnya yaitu memposting ke buku besar, berikut 

merupakan contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Talibeng. 
Tabel 7. Buku Besar Tahun Anggaran 2022 
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Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

Tabel 8. Buku Besar Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

 
Tabel 9. Buku Besar Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

 
Tabel 10. Buku Besar Tahun Anggaran 2022 

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2024) 

 

Good governance yang disebut juga tata Kelola pemerintahan yang baik merujuk pada 

prinsip yang digunakan sebagai pengelolaan pemerintahan untuk memastikan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan 

dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.  Penerapan asas akuntabilitas dan transparansi 

didukung dengan penerapan aplikasi siskeudes dimana siskeudes memberikan kemudahan 

pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Talibeng juga didukung  

dengan adanya website desa sebagai media informasi desa dalam webite tersebut terdapat 

infomasi seperti profil desa struktur organisasi desa, pemerintahan desa, dan laporan realisasai 

anggaran serta APBDes juga diinformasikan melalui website desa.  

Penerapan akuntansi dana desa yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang 

berlaku dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan dana desa 

masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa. 

Penerapan akuntansi sesuai dengan peraturan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana 

desa, dengan sistem yang transparan lebih mudah untuk mengetahui penyalahgunaan dana desa. 

Informasi keuangan yang terbuka dan didukung dengan adanya website desa yang sangat mudah 

untuk diakses masyarakat dapat lebih mengetahui pengunaan dana desa tersebut. 

 

Simpulan dan Saran  

Simpulan  

Penerapan akuntansi dana desa yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang 

berlaku dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan dana desa 

masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa. 

Penerapan akuntansi sesuai dengan peraturan dapat membantu mencegah  penyalahgunaan dana 

desa, dengan sistem yang transparan lebih mudah untuk mengetahui penyalahgunaan dana desa. 
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Informasi keuangan yang terbuka dan didukung dengan adanya website desa yang sangat mudah 

untuk diakses masyarakat dapat lebih mengetahui pengunaan dana desa tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

akuntansi dana desa pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang 

diterapkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaam 

Keuangan. Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa dimana sudah menggunakan buku 

kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta laporan realisasi anggaran. 

Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas 

akuntabilitas dan transparansi. 

 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan akuntansi 

dana desa pada Pemerintah Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, adapun 

saran dari peneliti yaitu Desa Talibeng sebaiknya melakukan pencatatan jurnal penerimaan dan 

pengeluaran kas agar terdapat pemisah antara penerimaan dan pengeluaran kas dan untuk 

pemerintahan desa terutama pada bagian pengelolaan keuangan terus mempertahankan 

kepatuhannya di dalam mengelola keuangan Desa Talibeng agar pengelolaaan keuangan pada 

Desa Talibeng tetap terkelola sesuai peraturan yang ada, jujur, jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan agar menjadi pemerintahan desa yang dapat dipercaya bagi masyarakat 

desa 

.  
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